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A. TEMA 

Tema Kuliah Umum : Pokok-pokok Kebijakan APBN 2024 “Mempercepat Transformasi 

Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” 

 

B. TEMPAT dan WAKTU 

Tempat : Ruang Pertemuan Genitri, Politeknik Pariwisata Bali 

Waktu : 08.00 – 10.00 WITA 

  

C. NARASUMBER/PEMBICARA 

Narasumber/Pembicara : Wawan Sunarjo, M.Sc 

Jabatan   : Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga 

 

D. PESERTA 

Peserta Kuliah Umum (daftar hadir terlampir): 

• MAH/1/A 

• MAH/1/B 

• PKA/1/A 

• PKA/1/B 

 

E. ISI KULIAH UMUM 

• Siklus, Struktur dan Substansi UU APBN TA 2024 

Siklus anggaran dibuat dan dipikirkan dari 1-2 tahun sebelumnya, dengan melihat 

pendapatan, renstra, output dan yang lainnya dengan waktu pembahasan yang cukup 

lama. 

Struktur dan Substansi UU APBN TA 2024 diatur dalam beberapa pasal pada bagian 

awal (pasal 1 dan 2), bagian pendapatan negara (pasal 3-6), bagian belanja negara 

(pasal 7-22), bagian pembiayaan (pasal 23-27) dan bagian lain-lain (pasal 28-51). 

• Highlight Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024 

▪ APBN sebagai fungsi stabilisasi (shock absorser) 

▪ APBN sebagai fungsi alokasi (agen pembangunan/transformasi ekonomi) 

▪ APBN sebagai fungsi distribusi (solusi kesejahteraan rakyat) 

▪ Strategi jangka pendek (penguatan fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi) dan 

strategi jangka menengah-panjang (fungsi alokasi) untuk mempercepat 

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan  

• Pengelolaan PNBP Politeknik Pariwisata 

Objek PNBP berdasarkan UU PNBP : 

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

2. Pelayanan 



3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan 

4. Pengelolaan Barang Milik Negara 

5. Pengelolaan Dana 

6. Hak Negara Lainnya 

• Alokasi anggaran belanja seluruh Poltekpar APBN TA 2023 sebesar Rp. 1.254,49 Miliar 

sedangkan target PNBP Pendidikan seluruh Poltekpar TA 2023 sebesar Rp. 51,47 

Miliar 

F. DISKUSI DAN TANYA JAWAB 

• Eka Dana Yasa : bagaimana lulusan dari MAH dapat bekerja/berpartisipasi dalam bekerja 

di BUMN ?  

Akuntansi dibutuhkan di BUMN, problemnya adalah kebutuhan dalam BUMN tersebut. 

BUMN ada juga yang bergerak di bidang pariwisata, tetapi tidak semua bisa masuk ke 

BUMN/terbatas kuotanya.  Lebih mudah bagi  diploma IV dan bisa melanjutkan ke S2, dan 

setelah lulus bisa lebih umum untuk mencari pekerjaan. Bisa mencoba di sektor swasta 

lebih banyak kesempatan/lapangan kerja. Dan lebih baik menciptakan lapangan kerja 

sendiri 

• Sinta Damayanti : APBN dibelanjakan untuk apa ? itu dapat dilihat datanya dimana ? 

Portal data APBN, dapat dilihat alokasi data pemerintah pusat. Namun dilihat lagi lokasi 

tersebut merupakan tanggung jawab pusat (APBN) atau daerah (APBD) 

• Trisna wahyu : Bagaimana APBN mengatasi inflasi ? 

1. Kebijakan sektor fiskal/pemerintah (Kementerian Keuangan): contoh upaya yang bisa 

dilakukan dengan memberikan subsidi, menjaga kemampuan ekonomi masyarakat, 

mengadakan operasi pasar 

2. Kebijakan sektor moneter/Bank Indonesia : contoh dengan menaikkan suku bunga 

• Satwika : Pembangunan IKN, menggunakan APBN yang besar. Apakah sekarang saat yang 

bagus untuk pembangunan tersebut ? 

Tergantung dari sudut pandang dari mana melihat. Diupayakan dana APBN tidak semua, 

ada juga sektor swasta yang terlibat. Dana APBN lebih difokuskan ke istana dan kantor 

pemerintahan 

 

G. KESIMPULAN 

• APBN telah dan terus bekerja keras untuk memenuhi janji Presiden-Wakil Presiden dan 

menjadi instrumen penting menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak 

mudah yang mengancam rakyat, perekonomian dan NKRI. 

• APBN hadir sebagai instrumen transformasi ekonomi dalam mewujudkan pembangunan 

yang inklusif (merata) dan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

• APBN terus dijaga tetap sehat untuk mejadi instrumen penting pembangunan menuju 

Indonesia Maju dan mencapai cita-cita untuk mensejahterakan rakyat, adil dan makmur. 
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POKOK-POKOK 
KEBIJAKAN 
APBN 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi 

Yang Inklusif dan Berkelanjutan



1 Siklus, Struktur dan Substansi

UU APBN TA 2024

2



3

Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024: Wujud 

Transparansi dan Keterbukaan Informasi Kebijakan APBN

• Amanat Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-UU sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan UU 13 Tahun 2022:

“(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. Rapat dengar pendapat umum;

b. Kunjungan kerja;

c. Sosialisasi; dan/atau

d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.”

• Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, proses perencanaan dan perumusan APBN
membutuhkan banyak perspektif dari kacamata publik. Perspektif publik sangat dibutuhkan sebagai bahan
penyempurnaan sekaligus perwujudan implementasi good governance dan penguatan partisipasi publik
dalam penyusunan RUU APBN TA 2024 yang semakin lebih kredibel dan transparan.

• Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada
publik terkait pokok-pokok kebijakan APBN TA 2024, serta menjaring saran dan masukan konstruktif dari
masyarakat dan stakeholder untuk penyempurnaan APBN.
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Siklus Penyusunan APBN

Pembicaraan Pendahuluan 

RAPBN antara

Pemerintah dan DPR

Pembahasan RAPBN

antara 

Pemerintah dan DPR

KONSEP KEBIJAKAN RAPBN

Arah Kebijakan dan Prioritas 
Pembangunan Nasional

SURAT MENTERI KEUANGAN 
KE
MENTERI PERENCANAAN

Kapasitas Fiskal 
(Resource Envelope)

SURAT BERSAMA

Pagu Indikatif

PERATURAN PRESIDEN 
MENGENAI RKP

PPKF, KEM, RKP

SURAT BERSAMA

Pagu Anggaran

RUU DAN 
NOTA KEUANGAN

RAPBN

UNDANG-UNDANG
APBN

PERATURAN 
PRESIDEN

Rincian APBN

DIPA

DIPA K/L dan
Non-K/L

PELAKSANAAN 
ANGGARAN

MAR-
APR

MEI

JUNAGUS

OKT

NOV

DES

JAN
JAN-
DES

SIKLUS 

PENYUSUNAN 
APBN
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Struktur dan Substansi UU APBN TA 2024

Bagian awal

Bagian Pendapatan 
Negara

Bagian Belanja 
Negara

Bagian Pembiayaan

Bagian lain-lain

Pasal 1 dan pasal 2

Pasal 3 s.d. Pasal 6

Pasal 7 s.d.
pasal 22

Pasal 23 s.d.
pasal 27

Pasal 28 s.d.
pasal 51

1. Alokasi besaran belanja negara (BPP dan TKD);
2. Kebijakan strategis belanja negara (subsidi, burden sharing, 

reward & punishment, dan hibah ke pemerintah/lembaga asing);

3. Pelimpahan kewenangan perubahan anggaran belanja negara.

Mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan negara dan 
besarannya yaitu rincian penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah.

Mengatur mengenai definisi dan perincian APBN secara umum.

Defisit dan PembiayaanAnggaran, antisipasi pelebaran defisit,
antisipasi krisis pasar SBN domestik.

Fleksibilitas pelaksanaan APBN, prefunding, Pengaturan PMN dan

investasi, Kewajiban Penjaminan Pemerintah, penyelesaian piutang
Pemerintah, antisipasi keadaan darurat, Penyesuaian APBN, dan
sasaran Pembangunan yang berkualitas.



2 Highlight Arah Kebijakan Fiskal

Tahun 2024

26
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APBN INSTRUMEN STIMULUS EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Tantangan Pembangunan
(al. Demografi, Perubahan Iklim)

Agenda Pembangunan 
( al.IKN, Pemilu)

KEBIJAKANFISKAL
Merespon Dinamika Perekonomian, Menjawab tantangan, dan Mendukung Agenda Pembangunan

APBN sebagai Shock 

Absorber

(FUNGSI STABILISASI)

APBN sebagai agen 

pembangunan 

(Transformasi Ekonomi) 

(FUNGSI ALOKASI)

APBN Solusi
Kesejahteraan Rakyat 

(FUNGSI DISTRIBUSI)

Dinamika
Perekonomian

1 2 3



KEBIJAKAN FISKAL DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG 
PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI

Strategi Jangka Pendek

Pengendalianinflasi (stabilitas harga)

Penghapusankemiskinan ekstrem

Peningkatan investasi

Penurunanprevalensi stunting

Penguatan fungsi stabilisasi dan

distribusi
Penguatan fungsi

alokasi

Strategi Jangka Menengah-

Panjang

Human Capital Gap

Infrastructure Gap

Institutional 

Gap

TemaKebijakan Fiskal 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

VISI INDONESIA 

MAJU 2045

Transformasi Ekonomi

Produktivitas
Rendah➔ tinggi

Nilai Tambah
Rendah➔ tinggi

Lingkungan
Brown➔ clean & green

Basis Ekonomi
Narrow➔Broad-based & inklusif

STRATEGIUNTUK TRANSFORMASI EKONOMI:



MEWUJUDKAN SDM UNGGUL UNTUK MENINGKATKAN

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BANGSA

Kinerja Jokowi - JK
(2014 – 2019)

Kinerja Jokowi-Ma’ruf
(2019 – 2024)

0,7

4,3

6,7

0,6

4,1

6,5

2020 2021 2022

Konfirmasi Sembuh

27
6,

0 44
8,

5

2020 2021 2022

Rp1.149,9 T
(2015-2022)

*Terkait Covid-19

Rp293,7T (2020-2022)

Kesehatan untuk ProduktivitasPendidikan untuk SDM Unggul

Rp3.492,8 T
(2015-2022)

147,5

149
SD

36,5
41,4SMP

24,9
28,5SMA/ 

SMK

29,31

35,28

APK PAUD

76,4

79,77

83,24

87,85

25,24

26,3

28,91

33,55

APKSMASederajat APK PT

1,5 ribu

sekolah

4,9 ribu

sekolah

3,6 ribu

sekolah

8,61

9,28

7,85

8,87

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Laki - Laki Perempuan

Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan

2014 2022
29

9,
73

1

10
.1

34

10
.3

74

1,16%
1,40% 1,43%

-0,10%

0,10%

0,30%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

1,50%

1,70%

8.500

10.500

2014 2019 2022

Vaksinasi Covid-19
(all dosis, dlm juta)

Puskesmas
Jml Puskesmas Rasio /Kecamatan

37,2

27,7
21,6

2013 2019 2022

Stunting

1.855
2.344 2.522

2014 2019

Kasus Covid-19
(kumulatif, dlm juta)

2021

Rumah Sakit Umum



PERLINSOS UNTUK MENURUNKAN KEMISKINAN, MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN, DAN MENDORONG PEMERATAAN

(2014 – 2019)

Perlinsos untuk Kesejahteraan

Rp2.736,8 T
(2015-2022)

30

Kemiskinan*(%)
Sumber: BPS (*Maret)

15,5 15,6

18,8

2014 2019 2022

*2014 Subsidi Raskin

8.0

5,6

7,5

2020 2021 2022

Penerima BLTDesa
(Juta KPM)

Kinerja Jokowi - JK Kinerja Jokowi– Ma’ruf
(2019 – 2024)

11,25

9,41 9,54 9,36

2014 2019 2022 2023

2,8

10,0 10,0

2014 2019

Penerima Kartu Sembako (Juta 
KPM)

2022

Penerima PKH (Juta KPM)



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN

KAPASITAS PRODUKSI, MOBILITAS DAN KONEKTIVITAS

Infrastruktur

untuk Daya Saing

Pembangkit Listrik (GW)
Sumber: BPS

Sumber: BPS

Kinerja Jokowi-JK

(2014 – 2019)

Kinerja Jokowi-Ma’ruf

(2019 – 2024)

Rp2.778,0 T
(2015-2022)

802

2014 2019 2022

Jalan Umum (ribu Km)

53

64,84
81,20

517,75

544,47
549,16

2014 2019 2022

6,39
8,16

2014 2019 2022

Kapasitas Bendungan (miliar m3)
Sumber: KemenPUPR

16,96

2014 2019 2022

237
251

287

2014

Bandar Udara (unit)
Sumber: KemenPUPR

1.655
2.588

3.157

2014 2019 2022

2019 2022

Pelabuhan (unit)
Sumber: KemenPUPR

TolBeroperasi (km)
Sumber: KemenPUPR

2.687
2.100



POSTUR APBN 2024

PENDAPATAN NEGARA 

2024: Rp2.781,3 T

2020: Rp1.647,8 T

▲Rp1.133,5 T

BELANJA NEGARA 

2024: Rp3.304,1 T

2020: Rp2.595,5 T

▲Rp708,7 T

PEMBIAYAAN ANGGARAN

2024: Rp522,8 T

2020: Rp1.193,3 T

▼Rp670,5 T▲ Naik (2024 thd 2020)

▼ Turun (2024 thd 2020)

DEFISIT (% PDB)

2024: Rp522,8 T (2,29%)

2020: Rp947,7 T (6,14%)

▼

Rp424,9 T

ASUMSI 
DASAR 

EKONOMI 
MAKRO

ADEM
Outlook  

2023

APBN 

2024

Pertumbuhan Ekonomi 

(%, yoy)

5,1 5,2

Inflasi

(%, yoy)

3,1 2,8

Nilai Tukar Rupiah

(Rp/USD)

15.100 15.000

Harga Minyak (ICP)

(USD/barel)

78 80

Suku Bunga SBN 10 th

(%)

6,8 6,7

Lifting Minyak

(ribu bph)

614 625

Lifitng Gas

(ribu bsmph)

985 1033
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3,6 4,6

13,0

1,8

(16,9)

20,4

31,4

4,1
8,9

Growth (%)

PENERIMAAN PERPAJAKAN 2024: Rp2.307,9 T
Tumbuh 8,9% dari Outlook 2023

Implementasi Core TaxSystem

Peningkatan Kepatuhan Dan 

Integrasi Teknologi

Sinergi Joint Program

Efektivitas implementasi UU HPP

Perpajakan (triliun rupiah)

KEBIJAKANPERPAJAKAN TAHUN2024



4,3 4,1
14,1

1,5

(19,6)

19,3
34,3

5,9 9,3

Growth (%)

5
4
6
,2

6
0
2
,3

6
6
6
,2

6
4
6
,8

7
5
0
,0

7
7
2
,3

5
9
4
,0

6
9
6
,7 9

9
8
,2

1
.0

4
0
,8

1
.1

3
9
,84

0
9
,2

4
2
3
,7

4
1
2
,2

4
8
0
,7 5
3
7
,3

5
3
1
,6

4
5
0
,3 5

5
1
,9

6
8
7
,6

7
4
2
,3 8
1
0
,4

985,1
1.060,8 1.106,0 1.151,0

1.313,3 1.332,7

1.072,1

1.278,6

1.818,2
1.716,8

1.986,9

2
0
1

4 2
0
1

5 2
0
1

6 2
0
1

7 2
0
1

8 2
0
1

9 2
0
2

0 2
0
2

1 2
0
2

2

O
u
tlo

ok
 

2
0
2
3

R
A
P
B
N
 

2
0
2
4

(Triliun Rupiah)

6,9 7,7

PPh PPN & PPnBM PBB dan Pajak Lainnya

REFORMASIPAJAK

 Implementasi NIK sebagai NPWP

 Ekstensifikasi WP HWI (High Wealth Individual)

 Implementasi core tax system

 Pemanfaatan digital forensics

INSENTIF FISKALYANGTERARAHDAN

TERUKURal:

▪ Mendukung transisi ekonomi hijau, termasuk
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB);

▪ Mendukung investasi & hilirisasi (Tax holiday, Tax 

allowance);

▪ Mendukung UMKM;

▪ Meningkatkan kualitas SDM (Vokasi, R&D).

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 Rp1.986,9 T
Tumbuh 9,3% dari Outlook 2023



PNBP 2024 Rp473,0 T
Turun 8,3% dari Outlook 2023

(Triliun Rupiah)
Kebijakan Umum PNBP 2024

• Penyempurnaan kebijakan dan tata 
kelola SDA;

• Optimalisasi dividen BUMN;

• Peningkatan inovasi dan kualitas 
layanan K/L;

• Peningkatan sinergi dan perluasan
TI;

• Penguatan pengawasan dan 
kepatuhan WB.

240,8

101,0 64,9
111,1

180,6 154,9
97,2

149,5

268,8
223,3 193,5

157,7

154,7 197,0
200,1

228,7 254,1

246,6

309,0

326,8

292,5
279,5

398,6

255,6 261,9
311,2

409,3 409,0

343,8

458,5

595,6

515,8
473,0

12,4

(35,9)

2,5
18,8

31,5

(0,1)
(15,9)

33,4 29,9

(13,4) (8,3)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Outlook

RAPBN

2024

Pendapatan SDA Pendapatan Non SDA Growth



Kebijakan Belanja 

Pemerintah Pusat 2024
(Triliun Rupiah)

01.

02.

03.

04.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2024 Rp2.446,5 T
Tumbuh 6,5% untuk mengakselerasi transformasi ekonomi

Mendukung percepatan transformasi
ekonomi al.:
a. penghapusan kemiskinan ekstrem

b. penurunan stunting

Mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 
2024

Dukungan anggaran terkait Pertahanan dan 
Keamanan

Penuntasan Infrastruktur prioritas al.: 

Pembangunan IKN, PSN, Inpres Jalan Daerah
1.203,6 1.183,3 1.154,0

1.265,4

1.455,3 1.496,3

1.833,0

2.000,7

2.280,0 2.298,2

2.446,5

5,8
-1,7 -2,5

9,6
15,0

2,8

22,5
9,2

14,0

0,8
6,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Outlook

2023

RAPBN

2024

BPP Pertumbuhan (%)



ANGGARAN KESEHATAN 2024 Rp186,4 T (5,6% APBN)
Untuk penurunan stunting dan transformasi kesehatan

(Triliun Rupiah)
Anggaran Kesehatan 2024 tumbuh 8,1% 
dibandingkan outlook 2023, pemanfaatan a.l.:

119,9 124,4 134,8

52,4

188,0

53,3

59,7
69,3

92,8 92,2
109,2 113,6

172,3

312,4

188,1
172,5

186,4

29,5 16,1 33,9
-0,6 18,4 4,0

51,7
81,3

-39,8

-8,3 8,1

Covid

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN

2023 2024

Reguler %Pertumbuhan

1. Belanja K/L sebesar Rp106,9 T, a.l.

✓ Penambahan alokasi pembangunan RS IKN dan daerah
lainnya Rp4,4 T

✓ Bantuan iuran 96,8 juta peserta PBI JKN Rp46,5 T

✓ Pemeriksaan 81.493 sampel obat dan makanan

✓ Fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK bagi 8,1 juta
keluarga

2. Belanja non-K/L sebesar Rp13,4 T a.l. untuk Jaminan 
kesehatan ASN/TNI/POLRI

3. TKDsebesar Rp66,1 T, a.l. sarana dan prasarana 
kesehatan daerah, gaji dokter & perawat, penambahan 
PPPK tenaga kesehatan di berbagai wilayah Rp6,5 T.



ANGGARAN PENDIDIKAN 2024 Rp660,8 T
Untuk peningkatan kualitas SDM

Anggaran Pendidikan tahun 2024 meningkat 

19,7%, antara lain:

❑ Belanja Pemerintah Pusat Rp237,3 T, a.l:

➢ Dukungan pendidikan pada PKH

➢ PIP bagi 20,8 jt siswa

➢ KIP Kuliah bagi 1.046,0 ribu mahasiswa

➢ BOS kepada 9,6 jt siswa (melalui Kemenag)

➢ BOPTN

(Triliun Rupiah)

❑ TKDRp346,6 T, a.l.:

➢ DAU pendidikan a.l. penambahan formasi PPPK guru

➢ DAU gaji pendidik, TPG serta TKG dan kebijakan 
kenaikan gaji

➢ Dana BOS bagi siswa didik dan sekolah penggerak

❑ Pembiayaan Rp77,0 T, a.l:

➢ Dana abadi di bidang pendidikan (Rp25,0 T)

122,8 142,1 131,0 137,6 144,5 155,2 174,2 180,3 178,4 182,1
237,3

230,5
248,2 234,8 258,0 272,2 299,2 281,4 270,3 281,9 300,5

346,6
-

- 5,0
10,5 15,0

6,0 18,0 29,0 20,0
69,5

77,0

353,4
390,3 370,8

406,1 431,7 460,3 473,7 479,6 480,3
552,1

660,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OutlookRAPBN

2023 2024

MelaluiBPP TKD Pembiayaan



ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL 2024 Rp493,5 T
Mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

Anggaran Perlinsos tahun 2024 tumbuh

12,4 % dari outlook 2023, a.l.:

- PKH dan Kartu Sembako Rp81,2 T (naik 

Rp7,4 T)

- PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, Bantuan iuran 
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan 
Pekerja (PBPU BP) kelas III, dan bansos 
lainnya Rp82,3 T (naik Rp10,3 T)

- Subsidi Non Energi (Subsidi Bunga KUR, 

Subsidi Perumahan, Subsidi PSO, dan Subsidi 
Pupuk) Rp114,3 T (naik Rp36,1 T)

- Subsidi Energi (subsidi listrik, BBM, dan
LPG) Rp185,9 T

484,1

276,2
215,0 216,6

293,8 308,4

498,0 468,2 460,6 439,1
493,5

9,0

-43,0

-22,1

0,8

35,6

5,0

61,5

-6,0 -1,6 -4,7
12,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Outlook

2024

RAPBN

Anggaran Perlinsos 
(Triliun Rp)

Pertumbuhan (%)



341,8

119,1 106,8 97,6

153,5 144,3

199,9 188,3

551,2

352,2
329,9

10,3

-65,2

-10,3 -8,6

57,2

-6,0

38,5

-5,8

192,7

-36,1
-6,3
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-200,0
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RAPBN 
2024

Subsidi Listrik Kompensasi Pertumbuhan (%)

Subsidi Energi

➢ Subsidi tetap untuk solar Rp1.000/liter

➢ Subsidi LPGberupa subsidi selisih harga:

o Subsidi LPG per kg =Rp8.943/kg, harga jual LPG =
Rp4.250/kg

o Volume 8,03 juta MT

➢ Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 VA dan 900 VA

(DTKS)

Subsidi Non Energi

➢ Subsidi pupuk, implementasi bantuan langsung

pupuk ke petani secara bertahap.

➢ Subsidi PSO, mendukung peningkatan pelayanan 

umum.

➢ Subsidi Bunga KUR, target 12 juta debitur.

➢ Pajak DTPa.l. PPh DTP Panas Bumi dan SBN Valas.

SUBSIDI DAN KOMPENSASI 2024 UNTUK STABILISASI 
HARGA, MENJAGA DAYA BELI, DAN MENDUKUNG UMKM

Subsidi Energi dan Kompensasi

Subsidi BBM Subsidi LPG Tabung 3 Kg

Subsidi Non Energi

-
- - - - 17,4

96,9
50,2 66,9 67,4 68,8 63,4 64,9

87,4 101,7
81,0 86,0 114,3

11,3
33,4

0,8 2,0 -7,9 2,5
34,6

16,4 -20,4
6,3 32,8

Outlook RAPBN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Subsidi Non Energi CadanganSubsidi* Pertumbuhan (%)

*) Cadangan subsidi untuk perlinsos



ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2024 Rp422,7 T
Mendorong percepatan dan pemerataan infrastruktur

(Triliun Rupiah)
Anggaran Infrastruktur 2024 tumbuh 5,8% dibandingkan

outlook 2023, a.l.:

1. Belanja K/L sebesar Rp213,7 T

✓ Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah
✓ Pembangunan IKN
✓ Renovasi Stadion
✓ Sarpras Pendidikan dan Kesehatan

2. Belanja non-K/L sebesar Rp20,3 T a.l. untuk infrastruktur 

daerah, DOB, dan dukungan KPBU

3. Belanja TKDsebesar Rp94,8 T, a.l. DAK fisik infrastruktur 

dan DAU bidang pekerjaan umum.

4. Pembiayaan sebesar Rp93,9 T, a.l. untuk PMN kepada 

BUMN/Lembaga sektor infrastruktur

Lanjutan/Penyelesaian PSN Tahun 2024, Rp45,7 T, a.l. :

Rel KA double track, bendungan, irigasi, dan jalan tol

157,4

256,1
269,1

381,2
394,0 394,1

307,3

403,3

372,8

399,6
422,7

1,0
62,8

5,1
41,6

3,4 0,0 -22,0
31,2

-7,6 7,2 5,8

RAPBN 
2024

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Outlook
2023

Anggaran Infrastruktur Growth (%)



ANGGARAN KETAHANAN PANGAN 2024 Rp108,8 T

(Triliun Rupiah)

67,6

111,6
100,7 100,0

86,5
80,7 74,5

85,9 88,8
100,9

108,8

4,1

65,2

-9,7 -0,7 -13,5 -6,7 -7,7
15,4 3,3 13,7 7,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN

2023 2024

Anggaran ketahanan pangan (triliun Rp) Growth (yoy)

1. Melalui belanja pusat sebesar Rp89,6 T, a.l.

✓ Pembangunan bendungan, waduk, dan irigasi

✓ Bantuan bibit, benih, alsintan, dan asuransi pertanian

✓ Peningkatan subsidi pupuk

✓ Subsidi bunga pinjaman Cadangan Pangan 
Pemerintah

2. Melalui belanja TKDsebesar Rp19,2 T, a.l.

✓ Pembangunan jalan pertanian

✓ Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan 
sumber-sumber air

✓ Pembangunan/rehabilitasi balai benih dan sarana-
prasarana pelabuhan perikanan

Meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan

Anggaran Ketahanan Pangan 2024 tumbuh 7,8%

dibandingkan outlook 2023,pemanfaatan a.l.:



ANGGARAN HUKUM & HANKAM 2024 Rp324,1 T

Pengadaan/penggantian pesawat udara 

Pengadaan/penggantian kendaraan tempur 

Dukungan pengadaan alutsista

Harwat KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut

*) Tahun2014-2023 merupakanalokasi fungsi pertahanan, ketertiban, 

dankeamanan

124,3 143,0

209,4 229,9 243,8 251,4 259,2
303,8 311,3 316,9 324,1

5,1

15,1

46,5

9,8 6,1 3,1 3,1

17,2

2,5 1,8 2,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAPBN

2024

Anggaran Bid. Hankam % Growth

Anggaran Bidang Hukum dan Hankam Tahun2024 

meningkat 2,3% dibandingkan tahun 2023, 

pemanfaatan a.l.

• Pengadaan alutsista/almatsus/alpalhankam

• Pemeliharaan dan perawatan alutsista/almatsus/alpalhankam

• Dukungan pengamanan Pemilu 2024 dan IKN

• Pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam

(Triliun Rupiah)

Anggaran modernisasi alutsista a.l. untuk



TRANSFER KE DAERAH (TKD) 2024 Rp857,6 T
Diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal 

pusat dan daerah serta harmonisasi 
belanja pusat dan daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan
akuntabilitas pengelolaan TKD.

3. Meningkatkan efektivitas penggunaan 

TKD dalam mendukung program 
prioritas nasional.

4. Mendorong pemda agar 
menggunakan TKD untuk kegiatan 
yang produktif dengan multiplier 

effect yang tinggi.

5. Memperkuat kebijakan pengalokasian 
dan penyaluran TKD berdasarkan 
kinerja.

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah TA2024:

Peningkatan TKDterutama untuk menampung kebijakan prioritas sbb:
- Dukungan penggajian PPPK Daerah dan kenaikan gaji pokok ASN Daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di daerah.
- Dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan.
- Menambah alokasi Dana Desa yang diprioritaskan untuk penanganan 

kemiskinan ekstrim dan stunting.
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813,0
762,5 785,7

816,2 825,4
857,6

11,8
8,6

14,0

4,5 2,1
7,3

(6,2)

3,0 3,9
1,1

3,9

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

-

20,0

-100,0

100,0

300,0

500,0

700,0

900,0

1.100,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Outlook 
2023

RAPBN 
2024



Pengelolaan Dana Desa yang baik telah menghasilkan 
jumlah Desa Mandiri meningkat secara signifikan dari 

313 desa di tahun 2018 menjadi 11.456 desa di tahun 
2023.

KEMANDIRIAN FISKAL PEMDA TERUS MENINGKAT, DISERTAI 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DI DESA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

313

840

Perkembangan status “Desa Mandiri”

11.456

6.239

3.278

1.741

KemampuanPemerintahDaerah dalam memungut PAD 

meningkat, meskipun TKD masih dominan sebagai sumber 

utama pendapatan APBD.

Implementasi UU HKPD diharapkan mampu mendorong 

optimalisasikemampuan daerah dalam menggali PAD.

Kemandirian fiskal dihitung dari Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah
*sumber data: IDM dari Kemendesa PDTT

RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PENDAPATAN APBD

24,01% 24,50%
28,14%

2014 2019 2022

RATIO TRANSFER KE DAERAH DALAM PENDAPATAN APBD

68,88% 66,67% 65,15%

2014 2019 2022



PEMBIAYAAN ANGGARAN RAPBN 2024 2,29% PDB
Defisit APBN menurun searah dengan konsolidasi fiskal dalam mendukung kesinambungan fiskal

Kebijakan Pembiayaan Anggaran 

Tahun2024

• Keseimbangan primer bergerak mendekati 

positif. APBN sebagai shock absorber untuk 

penanganan pandemi menyebabkan keseimbangan 

primer negatif melonjak sangat tinggi, namun berhasil 

diturunkan dengan cepat.

• Defisit APBN dan pembiayaan utang menurun 

dan manageable di tengah kondisi peningkatan suku 

bunga global dan searah dengan konsolidasi fiskal.

• Pembiayaan investasi secara efektif dan terukur
dalam mendukung transformasi ekonomi

• Optimalisasi pemanfaatan SAL guna 

mengantisipasi ketidakpastian global.

(93,3)

(142,5) (125,6) (124,4)

(633,6)

(431,6)

(73,1) (74,1) (49,0) (25,5)

(2,25)
(2,59) (2,49) (2,51)

(1,82)
(2,20)

(6,14)

Keseimbangan Primer (Rp triliun)

(4,57)

(2,35) (2,30) (2,29)

Keseimbangan Primer dan Defisit thd PDB, 

2014 - 2024

Outlook RAPBN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(11,5)

Defisit (%thd PDB)



43,1

25,0

1,9

PEMBIAYAAN INVESTASI APBN 2024
Sebesar Rp176,2T mendukung penyelesaian proyek strategis, peningkatan kualitas SDM, 

pelestarian lingkungan hidup, serta kerja sama internasional

Klaster Infrastruktur

1,8915,013,7

Klaster Lainnya, a.l.

10,0
3,56

0,65
(non-tunai)

Klaster Pangan dan 

Lingkungan Hidup

1,2

Cadangan Pembiayaan 
Investasi

25,8

Klaster Kerjasama 

Internasional

LKI/BUI

Organisasi/ 1,9

1,2
(Rehabilitasi Mangrove)

(triliun rupiah)

12,5

Klaster Pendidikan

25,0

105.0



BELANJANEGARA:

“Stimulus Kuat”

PENDAPATANNEGARA:

“Meningkat Tajam”
KESEIMBANGAN PRIMER:

“Menuju Positif”

DEFISIT:

“Konsolidasi Cepat”

2020 2024
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Stimulus

27,3%

2020 2024

68,8%

(633,6)

2020 2024

(25,5)
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POSTUR APBN 2024:
“APBN SEHAT, STIMULUS KUAT UNTUK AKSELERASI TRANSFORMASI 

EKONOMI”
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Keterangan:
*) termasuk alokasi kenaikan gaji ASN, TNI, Polri. **) termasuk pemindahan belanja LMAN dan NonK/L ke belanja K/L.
PDB Nominal: APBN 2023: Rp21.037,9 T; Outlook 2023: Rp21.111,1 T; Proyeksi 2024: Rp22.830,8 T

POSTUR APBN 2014-2024
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uraian

(triliunRupiah)
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN Outlook

growth thd

RAPBN Outlook

(%)

A. PENDAPATANNEGARA 1.550,5 1.508,0 1.555,9 1.666,4 1.943,7 1.960,6 1.647,8 2.011,3 2.635,8 2.463,0 2.637,2 2.781,3 5,5

a.l.: I. PenerimaanPerpajakan 1.146,9 1.240,4 1.285,0 1.343,5 1.518,8 1.546,1 1.285,1 1.547,8 2.034,6 2.021,2 2.118,3 2.307,9 8,9

1. PenerimaanPajak 985,1 1.060,8 1.106,0 1.151,0 1.313,3 1.332,7 1.072,1 1.278,6 1.716,8 1.718,0 1.818,2 1.986,9 9,3

2. PendapatanKepabeanandanCukai 161,7 179,6 179,0 192,5 205,5 213,5 213,0 269,2 317,8 303,2 300,1 321,0 7,0

II. PenerimaanNegaraBukanPajak 398,6 255,6 262,0 311,2 409,3 409,0 343,8 458,5 595,6 441,4 515,8 473,0 (8,3)

B. BELANJANEGARA 1.777,2 1.806,5 1.864,3 2.007,4 2.213,1 2.309,3 2.595,5 2.786,4 3.096,3 3.061,2 3.123,7 3.304,1 5,8

I. BelanjaPemerintahPusat 1.203,6 1.183,3 1.154,0 1.265,4 1.455,3 1.496,3 1.833,0 2.000,7 2.280,0 2.246,5 2.298,2 2.446,5 6,5

1. BelanjaK/L 577,2 732,1 684,2 765,1 846,6 873,4 1.059,6 1.190,8 1.084,7 1.000,8 1.085,5** 1.086,6 * 0,1

2. BelanjaNonK/L 626,3 451,2 469,8 500,2 608,8 622,9 773,3 809,9 1.195,4 1.245,6 1.212,8 1.359,9 12,1

II. TransferKeDaerah 573,7 623,1 710,3 742,0 757,8 813,0 762,5 785,7 816,2 814,7 825,4 857,6 3,9

C. KESEIMBANGANPRIMER (93,3) (142,5) (125,6) (124,4) (11,5) (73,1) (633,6) (431,6) (74,1) (156,8) (49,0) (25,5) (47,9)

D. DEFISITANGGARAN(A-B) (226,7) (298,5) (308,3) (341,0) (269,4) (348,7) (947,7) (775,1) (460,4) (598,2) (486,4) (522,8) 7,5

%DefisitterhadapPDB (2,25) (2,59) (2,49) (2,51) (1,82) (2,20) (6,14) (4,57) (2,35) (2,84) (2,30) (2,29)

E. PEMBIAYAANANGGARAN 248,9 323,1 334,5 366,6 305,7 402,1 1.193,3 871,7 591,0 598,2 486,4 522,8 7,5

a.l.: I. PembiayaanUtang 255,7 380,9 403,0 429,1 372,0 437,5 1.229,6 870,5 696,0 696,3 406,4 648,1 59,5

II. PembiayaanInvestasi (8,9) (59,7) (89,1) (59,8) (61,1) (49,4) (104,7) (142,5) (106,7) (176,0) (153,4) (176,2) 14,9



KESIMPULAN

1. APBN telah dan terus bekerja keras untuk memenuhi janji 

Presiden – Wakil Presiden dan menjadi instrumen penting 

menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah 
yang mengancam rakyat, perekonomian dan NKRI.

2. APBN hadir sebagai instrumen transformasi ekonomi dalam 
mewujudkan pembangunan yang inklusif (merata) dan 

pertumbuhan yang berkelanjutan.

3. APBN terus dijaga tetap sehat untuk menjadi instrumen penting 
pembangunan menuju Indonesia Maju dan mencapai cita-cita 
untuk mensejahterakan rakyat, adil dan makmur.



3 Pengelolaan PNBP Politeknik
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OBJEK PNBP BERDASARKAN UU PNBP

Objek 
PNBP

Pemanfa-
atan SDA

Pelayanan

Pengelola-
an KND

Pengelola-
an BMN

Pengelola-
an Dana

Hak Negara 
Lainnya

Contoh: SDA migas, SDA nonmigas
Tarif diatur dengan UU, PP, dan/atau 
kontrak

Contoh: Pendidikan, Kesehatan
Tarif diatur dengan PP dan/atau PMK

Contoh: Dividen BUMN
Tarif diatur dengan UU dan/atau dalam 
RUPS

Contoh: Sewa, Penggunaan Hotel 
Praktik Pendidikan
Tarif diatur dengan PP dan/atau PMK

Contoh: Bunga, Jasa Giro
Tarif diatur dengan PMK

Contoh: Denda, Putusan Pengadilan
Tarif diatur dengan UU, PP, dan/atau 
PMK



4

PENDEKATAN BIAYA DALAM PENGHITUNGAN TARIF PNBP

C
o

st
 M

in
u

s
Tarif PNBP lebih 
rendah 
dibandingkan 
biaya 
penyelenggaraan C

o
st

 R
e

co
ve

r

Tarif PNBP sama 
dengan biaya 
penyelenggaraan

C
o

st
 P

lu
s

Tarif PNBP lebih 
tinggi 
dibandingkan 
biaya 
penyelenggaraan

Guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat tertentu maupun golongan usaha 

tertentu dan memastikan pelayanan yang diberikan oleh Negara dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 atau 0%



4

JENIS PNBP PADA POLITEKNIK PARIWISATA

PP Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata

PMK Nomor 54 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil atas

Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata

Selain itu, terdapat PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada semua Instansi

Pengelola PNBP yang mengatur jenis PNBP seperti sewa rumah negara tapak, sewa satuan rumah susun, penyelenggaran JKN,

bunga/jasa giro, setoran sisa utang TP/TGR, pengembalian belanja TAYL, pengembalian persekot/uang muka gaji, penyelesaian ganti

kerugian negara, sanksi dan denda pengadaan barang dan jasa Pemerintah, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar

CPNS, pelatihan fungsional, dan hak negara lainnya

Pelayanan pendidikan (mahasiswa domestik dan internasional), meliputi antara lain:

❑ Pendaftaran calon mahasiswa (Rp250.000 – Rp1.000.000 per calon mahasiswa)

❑ Pendidikan dan perkuliahan (D-II: Rp1.750.000, D-III/IV: Rp1.750.000, D-III/IV Internasional: Rp16.000.000,

S-I: Rp1.600.000, S-I Internasional: Rp16.000.000, Magister: Rp7.000.000, Magister Internasional: Rp26.500.000)

❑ Wisuda (Rp1.500.000)

❑ Lainnya seperti registrasi, matrikulasi, ujian, cuti akademik, dan pembinaan sikap dasar dan profesi

Terdapat pengenaan tarif 0% dan 50% untuk mahasiswa tidak mampu dan/atau mahasiswa berprestasi

Penggunaan hotel praktik pendidikan dalam rangka wadah praktik mahasiswa, meliputi :

❑ Penggunaan kamar

❑ Penjualan produk makanan dan minuman

❑ Binatu (laundry), kolam renang, spa, gym, dan mice

❑ Biaya tambahan (extra charge)



4

Rp51,47 Miliar

Target PNBP Pelayanan 

Pendidikan Poltekpar TA 2023

Alokasi Anggaran Belanja 

Poltekpar APBN TA 2023

Rp1.254,49 Miliar

Rupiah Murni

Rp1.205,15 Miliar 

(96%)

PNBP

Rp49,34 Miliar 

(4%)

Kehadiran Negara dalam mengalokasikan

anggaran belanja pada 6 Poltekpar di

lingkungan Kemenparekraf pada TA 2023

sehingga tidak seluruh biaya pendidikan

dikenakan kepada mahasiswa

ALOKASI ANGGARAN POLTEKPAR TA 2023
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